# D:plomatfc relar:ons especlalw an. acoeptance and appa:ntment.: il
of"Ambassador provided. by Diplomatic. Law.and Vienna
““Convention 1961. This papper will:describe: reguiatron were: i
. heeded about Right of pnwleges and immunities of Ambassador, " .
= "-"mclude ‘establishment of diplomatic relation, mechamsm of
T ptance ana’ appo:ntment an Ambassador by State R

Sejaian dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknolog: yang
banyak mempunyai dampak terhadap perhubungan antar negara dan
perkembangan anggota masyarakat internasional maka- dirasakan
adanya tantangan untuk mengembangkan lagi Hukurn Diplomatik secara
luas.

Meningkatnya kerjasama ‘dany’ persahabatan antar negara dalam
menggalang perdamaian dunia demi kesejahteraan umat manusia
berdasarkan kemerdekaan dan keadilan:sosial maka gas misi
dlplomatik dalam pelaksanaannya semakin meningkat pula, Oleh karena
itu, agar para’Pejabat diplomatik dapat melakukan: ‘tugas-tugas
diplomatiknya dengan ‘efisien, mereka - periu-diberikan kekebalan-
kekebalan' dan Keistimewaan-keistimewaan yang didasarkan aturan- -
aturan -hukum kebiasaan internasional: -yang sudah:beriaku serta
perjanjian-perjanjian-lainnyayang menyangkut hubungan diplomatik
antarnegara sebagaimana vang diatur datam Hukum' Diplomatik. ™

Dalam perjalanan membina hubungan diplomatik ini tidak selalu
berjalan dengan baik, walaupun hubungan dipiomatik tersebut sudah

*} - Penulis adzlah Staff Pensliti Bidang Hukum pada Pusat Pengkajzan dan Pe»!ayanan Informasi
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berialan lama; tetapi adakalanya di tengah hubungan diplomatik sedang

‘baiktanpa diduga ada mas

alah yang muncul baik dari salah satu pinak
rsebut maupun diluar pihak terkait.
i ke engangkatan duta besar dimana

calon yang ditunjuk oleh negara

pengirim tidak disenangi oleh- -

sekelompok :mééyéf_aké_l_t pada _hég'ar_éi'péne'ri ma, sedangkan pemetintah
. negara penerima telah memberikan persetujuannya (agreement) untuk.

“menerima calon yang telah diajukan oleh negara pengirim tersebut,

‘Selanjuinya duta besar yang ielah dicalonkan itu tidak jadi ditugaskan

 pada negara penerima dengan alasan calon tersebut tidak akan berhasil -

menjalankan tugasnya seandainya 'dipéks_sxﬂkan"j.'zntuk"b'ertugas' pada

negara penerima.

Alasan negara pengirim untuk membatalkan calon duta besarnya
tersebut adalahuntulkmenjaga kelansungan hubunganyang telahdibina
selama ini. Sebagai akibat terjadinya kekosongan kursi duta besar pada
negara pengifim, untuk sementara itu diisi oleh Kuasa Usaha ad interim
untuk menjalankan tugas duta besaryang lowong. - oo

Dengan adanya ketidaksetujuan oleh sebagian kelompok.pada
negara penetima terhadap.calon-duta besar.negara pengirim,-apakah
dapat menyebabkan tugas yang dibebankan pada seorang duta besar
negara penerima tidak dapat dijamin sepenuhnya oleh negara pene-
rima? Sementara pemerintah negara penerima: telah memberikan.
persefujuan (agreement) terhadap calon duta besar negara pengirim
uniuk menduduki posnya pada negara penerima. Bagaimanakewajiban
hukum negara penerima ferhadap duta besarnegara asing baik sebelum
diangkat (calon yang diusulkan) maupun yang sudah diangkat menurut
Hukum Diplomatik 2. e oo e T .
Il.. PEMBUKAAN HUBUNGARN DIPLOMATIK. -« =

_Suatu fakta yang tak terelakkan dalam pergaulan masyarakst
internasional, ‘ialah bahwa negara-negara selalu mengadakan hufun-
gan satu sama-iain atas dasar kepentingan negara. masing-masing.
Kepentingan:yang dimaksud dapat-meliputi .antara 1ain, kepentingan
politik, ekonomi; hukum, sosial-budaya, pendidikan,danAain-sebagainy_a_.
Adanya hubunganyang:ietap:dan terus menerus ini:merupakan salah

satu unsur dari eksistensi- masyarakat internasional oo e
Perwakilan diplomatik merupakan suatu lembaga yang penting dan

1. Mochtar Kusumaatmadja, Penganiar Hukum Intemasional, Buku 1 ‘Bagian “Umum, Bandung,
- Panartbit : Binacipta, 1876, halaman 12,

27" R, C Hingorani, Modem Intemational Lav, ‘Becond edition, Oceana Publication Inc. New Yark,
“Londor, 1584, halaman 183,



- utama dalam membana hubungan antara negara pengirim dengan negara
'-'--'penenma serta berbagal negara secara timbal balik, dan merupakan
'suatu iembaga yangtelah lama ada, seperti “Doota’. Yang dlkenal daEam

£ permanent dlplomatlc rmssron, take place by mutuzl consent

Jadi dalam pasal 2. tersebut dl atas ditekankan bahwa pembinaan
hubungan diplomatik antar bangsa dan pembukaan misi d|piomat|k hanya
dapat dilakukan. dengan persetujuan_bersama negara-negara yang
bersangkutan. ‘Mengenai pelaksanaannya dapat diwujudkan dalam suatu
bentuk: persetu;uan bersama (foint agreemenr) komunike bersama (joint
cammun:que) atay pernyataan bersama (joint statement) Pembukaan
hubungan d;piomat;k selain dldasarkan pada pasal 2 di atas juga
didasarkan pada pasal i ayat 3- Plagam PBByang memuat tu;uan untuk
mengembangkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa
herdasarkan. penghargaan prmSIp Prinsip. persamaan hak untuk
menentukan nasib sendm ) e

- Untuk. membuka hubungan dsploma’uk dapat dltempuh tahap-tahap
sebagar bertkut e e e . _ W,

1. Negos:as: atas dasar kesepakatan bersama kedua belah pthak

Langkah awal bagi negara yang akan menjaim hubungan diplo-
matik dengan negara lain dirintis melalui negosiasi. Tanpa negoisasi
- hubungan diplomatik tersebut tidak dapat dilaksanakan. PersetUJuan
kedua belah pihak ini merupakan suatu kewajlban yang harus
ditempuh bagi pelaksanaan hubungan dipiomatik, kewajiban ini
ditenfukan oleh pasal 2 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan
bahwa penjalinan hubungan diplomatik antara negara-negara dilaku-
-kan dengan tujuan bersama.

--Proseduruniuk negosiasi dapat dntempuh dengan beberapa cara

3) - amun ada}uga regara yang sampal sekarang belum mambuka hubungan dlplomanknya sapem
“wlonesia dengan lsrael,



o a. Di sesuatu markas Orgamsasn lnternas;onat sepem PBB dlmana
T ;__kedu_a _nega_ra sebagan anggota dapat mengadakan neg =Y

_ '- irintis oieh ke ua’
_ _negara Karena pada. umumnya Perwraklian ‘Konsuler dapat
merupa kan Iangkah awal ke" rah pembukaan Perwaklian'
dlpIOmat;k ' : =

2 !nstrumen mengena: pembukaan dlplomatik

o Dengan teiah dziakukannya persetmuan bersama antara kedua*
" belah pihak yang akan menjalin hubungan diplomatik maka perse-
tujuan itu dikonkritkan dalam suatu bentuk persetujuan bersama: goint

jagreement) atal komunike bersama’ (jomt communrque) serta

o pemyataan bersama (joint. dec!aratron) e i

7 "Didalam komunike bersama tersebut dinyatakan tujuan penjal-
Eman hubungan dzplomat:k tersebut antara lain untuk menciptakan

hubungan persahabatan dan’ membma salmg penger’nan yang

mendalam serta membina kerjasama di segala bidang atas dasar

_saling menghormati dan saling menguntungkan.

' Disamping mencantumkan prinsip dan tujuan hubungan diploma-

tik, kedua belah pihak saling menghormati kedaulatan satu sama

_lain, keutuhan wilayah dan saling tldak mencampun masalah dalam

negeri masing-masing. '
... Joint communique-yang telah dicapai oleh kedua negara akan

_ __'membuka hubungan dlp!omatak tersebut daumumkan secara
: bersamaan — ;

i ibukota mereka masmg masmg atau pada tempat Ialn yang

_ sudah dlsets.um bersama.

Cara»cara pembukaan hubungan d:plomat.-k

Pada akhir dari komunike bersama telah duputuskan o]eh kedua
belah pihak membuka hubungan diplomatik pada tingkat yang

"4) ' .C_).pp.enhelm-i.auiérpa.cht, Intemational Law, Vbl 5, Lor%gméhs Green & Co, 1980, halam_an 769~

T,



" “Besar. : ' '
Selanjutnya masing-masing negara menyiapkan calon kepala misi

... perwakilan diplomatik masing-masing yaitu dengan memintakan

-(ag;-g_gm@;);-_aa_r;_;__qa_lgjh_;_yéﬁgrbe'r_'saﬁgkma_n“'term'a;s;;{c:'persiapan
 andeoia St Blemati _ ASUK persia

- Menurut Oppenheim d

. [nereka inginkan bersama sepert fingkatan Kedutaan atau Kedutaan

W L Oppenheim dalam masalah pengangkatan misi
perwakilan diplomatik, Hukum Internasional tidak menuangkannya
dalam ketentuan-ketentuan khusus mengenai persyaratan yang
- hausdipenuhi oleh seseorang menjadi diplomat, Semua persyaratan
;.. ditentukan sendiri oleh setiap negara pengirim*. Walaupun demikian

. Negara pengirim tidak berarti dapat memilih siapapun personi untuk
 diakreditasikan sebagai misi perwakilannya pada negara penerima®,
sebab negara penerima mempunyai hak untuk menolak penerimaan
+«.S€orang anggota staf suatu misi perwakilan diplomatik®, Menurut
. Harold Nicholson seorang calon diplomat harus memenuhi kualifikasi
. sebagai berikut; memiliki kejujuran (truthiulness), memiliki ketelitian

. (precision memiliki ketenangan (caim), temperamen yang baik
- (good temper), memiliki kesabaran dan kesedarhanaan (patience
and modesty) serta yang t ki kesetiaan atau loyalty?.
ngangkaten seora _
on berbeda dengan pengangkatan anggota staf perwakilan

. and modesty) serta vang terakhir memiliki kesetiaan atau
_ ang Kepala Perwakilan diplomatik atau Chief
e Mission berbe

. Tnisi diplomatik. Séorang kepala perwakilan misi diplomatik penem.-

_ patannya memerlukan persetujuan sebelumnya dari negara

_Penerima, persetujuan tersebut dikenal dengan agreement®.

* Bilamana telah diperoleh calon-calon tersebut maka negara pengirim

terlebih dahulu mengusulkan calon mereka dengan mengirimkan

. Curriculum Vitae-nya kepada negara penerima untuk minta agree-

ment. Kalau usulan tersebut dinyatakan diterima, maka negara

pengirim dapat mengakreditasikan serta mempersiapkan
.. -keberangkatan calon tersebut. : : -

5} R. S Chawan, An Appmacﬁ to lnrémar:’onaf Law, Stering Pubif'shaf. Safda:jarég.'énclave, New
Delhl-ﬂpms, tanpa iahun. halaman 167.

8) Feitham, R. G., Diplomacy Handbook, Thisd Edition, Longmans Léndon and New York, 13€0,
halaman 5. :

7) . Harold Nicholson, Diplomacy, London Oxtord-Néaw York, Oxtord Unlversity Press, 1889, halaman
55,

' 8 B. Sen, A Diplomat's Handbook of Intemationa! Law and Practice, Martinus Nijhoff, Nstharand
1579, halaman 25. ’



4 Pnnsm”?Kewajaran dan normal (pnnc:pie of reasonable and :
- normal). . '

'_Qbe ama,

ktu me yus staf pe;wakllan dlplomatlk d:per]ukan '

i o 3umiah yang memadal ataLj sesual dengan ersetuguan yang tetah

itkasakan dalam 3 bentuk

! a Besar (£ mbassad _ r)' atau Nunc:o yang diakred;
ikan oleh Kepaia Negara Indonesia meraganut sistemn’ perwak—

: 1Ian dtplomahk yang diplmpln oleh seorang Duta Besar Luar Biasa

sa_penuh Pengirim | DutaBesardan berkuasa Penth
n pada. negara'negara-_e'rtentu atas 'kesepakatan
namun tidak mengurangi adanya kemungkinan

" sesuatu perwakilan diplomattk bukan dipimpin oleh Duta Besar
__'Luar biasa dan berkuasa Penuh ‘melainkan seorang Kuasa
j'__'___'_'__Usaha tetap (Charge d'affairs en pied) seperti yang. pernah
.. dilakukan ofeh Indonesia pada perwakllan perwakilannya di
. Namibia dan Madagaskar dan pernah ;uga dl Abudhabl yang
sekarang sudah diiSI oieh Duta Besar o

gy

ngkat Duta (Envoy, Mmrstef dan Intemunc;o) yaﬁg dlakred;

" _tasikan oleh kepala Negara.

3)

Tingkat Kuasa Usaha (Charge d’affarrs) yang dlakfeditas;kan
oleh Menteri Luar Negeri.
Penentuan tingkatan misi untuk mendirikan misi perwakakan

diplomatik ditentukan berdasarkan persetujuan pihak negara pengi-
rim dan negara penerima, ada juga negara melihat kepada besar
. kecilnya kepentangannya pada suatu negara.

8. Pembentahuan kedatangan anggofa sfaf misi d:plomatik.

Anggota staf misi perwakilan diplomatik suatu negara yang akan

10y Satow Emnest, Guide to Diplomatic Pratice, Longmans London, 1881, halamar'x's'& '

ditetapkan bahwa ’ungkatan S



__menjalankan_tugasnya pada -negara penerima termasuk Kepala
Pe:wakli ebih dahutu harus memb tahukan kedatangannya :
te uar. Negeri negara penerima’ dengan nota

dengan ketentuan pasal 10_Konvens:_Wma 1961 9,

2gara, penerima Khususnya
kan saja untuk per&apan protoko!er

g: harus di!akukan negara secara

ra. dapat menjalankan tugas mlsmya

Sedangkan di lain piha Ssrﬂoben: Phr!more menyatakan bahwa
'S kekebaian d:p!omailk memiliki fungsi lain. -yang.juga:penting, yaitu
. _-'__'__untuk menjaga i rtabat atau men egah periakuan yang mema!u-
~ kan seorang perwakilan asmg“) :
_Davad Ott menjelaskan juga mengenan kekebalan sebagan benkut

whereby dlp!omafs were cons:dered to persqnn‘y the :mmune
forelgn soverelgn whom the represented’2f ¢ jiad
T Sebenarnya menurut priﬂSlp tentorial yunsdlksa setfap orang
“+benda:maupun perbuatan yang berada-di wilayah suatu negara
: -;--_adaiah tunduk kepada yUFISdIkS! negara tersebut“) _

L[] 8 HAK NEGARA PENER!MA TERHADAP DUTA BESAR NEGARA
ASING SEBELUM DAN SESUDAH DIANGKAT OLEH NEGARA
PENGIRIM MENURUT HUKUM CIPLOMATIK. .

" Dalam Hukum D!p!omatlk dikenal Hak Mengirim Perwakilan {Active
nght of Legatlon) yakni hak yang dimiliki oleh suatu negara untuk
mengmmkan wakil dlplomatiknya untuk dltempatkan di negara lain. Wakil
dlptomahk vang dlmaksudkan di sini sepem Duta Besar Konselor, dan
Atase’’ Sedangkan hak suatu ‘negara untuk’ menerima perwakilan
dtplomailk negara lain’ dzkenaf dengan istllah Hak Perwakilan Pa=|f
(Pas:ve Fﬂtht of Legat!on)

11) Fawcett, JEBS., The Law of Nation, Alien Lane Pengum F'fess London haiaman 66-67

12) David H. Oﬁ Fubq‘tc Intemat:onai Law in !ha Modem Worid Pltmara Pubilshmg London 1987,
halaman 162,

13) Lihat Malcom N. Shaw, intemational Law, Grotlus Publications, Cambridge, hataman 349-367.

tperiuka'__ guna men&n;ang agar perwakilan- -~



Antara kedua haktersebut masmg -masing mengandung pengertian
: -‘bahwa adanya hak untuktldak mengmm dan tldak menenma perwakllan
-(obhgat:on) suatu negara untuk mengiramkan wakil diplomat;knya ke.
negara’lain. Sebai:knya tidak ada pula kewapban ‘suatu negara untuk
‘menerima’ perwakllan d|piomat|k yang ‘hendak dikirim: oleh suatu negara
15 Tidak adanya kewaijiban tersebut membawa konsekwensi bahwa
‘sebelum-statu negara' mengirimkan 'rwak;lan dlplomatiknya Duta
‘Besar mlsainya ‘untuk d;tempa’tkan pada negara penerima, ,maka’ negara
te ebut harus feriebih dahulu menyampazkan dua hal kepada negara
yang disetujui, yakni pembentahuan tentang adanya kelnganan untuk
menempatkan Duta Besar ke negara yang bersangkutan dan permintaan
persett.uuan agar orang yang hendak dikirim tersebut dapat diterima.

“Kalau kedua hal itu dlsetumi, rmaka’ Negara ‘Penerima (rece:wng
State) membertikan persetujuan dalam bentuk tertulis (agreement) Hal
ini diatur dalampasal 4 (1) Vienna Conventron on D:piomatrc F?elat:ons
1961, ‘yang berbunyi sebagal benkut 2%

" The sendmg state must make cen‘am that the agreemenr of the
receiving siate has been grven for the person it propose to
accredit as head of the. mfss:on to that state”.

Begitu pula sebaliknya kalau Duta Besar yang akan dtkmmkan tersebut
tidak disukai {persona non-grata), maka Negara Penerima diharuskan
juga untuk membuat surat-penolakan-dengan catatan bahwa tidak ada
kewajiban untuk mengemukakan aiasan-alasan-mengapa sehingga
terjadi penolakan tersebut. Ketentuan ini dapat dilihat pada pasal 4 (2)
Vienna Convent:on on Dlpiomanc Fs’elat:ons yang secara Iengkap
berbunyi: - : SEIEYET LR :

“The rec:erwng state is not oblfged to grve reasons ro the sz‘aa‘e
for a refusal of agreement”.

‘Pada umumnya permintaan persetujuan (agreement) itu tidak pemah
ditolak, karena orang yang dikirim tersebut dianggap sebagai orang yang
baik (persona grata) atau bermanfaat bagi kedua belah pihak. Karena
orang yang. akan dltugaskan tarsebut merupakan pllihan yang. matang
dari negara pengirim,. dengan melihat kemampuan dan latar belakang
yang dimilikinya. Tetapi adakalanya permintaan. persetu;uan itu ditolak
karena orang yang ditawarkan tersebut sebagai orang yang tidak disukai
(persona non grata). Kondisi seperti ini sebenarnya sangat jarang tenad:
kecuali dalam situasi yang sangat luar biasa,

Jika negara penerima menolak Duta Besar yang diusulkan tersebut
maka ada keharusan negara pengirim untuk tidak memaksakan
mengangkat orang tersebut sebagai Duta Besar,




v, KEWAJIBAN NEGAFIA PENERIMA MENGUSAHAKAN GEDUNG
' PERWAKELAN TEMPAT T!NGGAL SERTA KEMUDAHAN

. -Seteiah-kepala misi perwaknan drsetujw untuk drakreditas:kan pada
_ negara penerima, maka negara pengirim akan mencari lokasi gedung

perkantoran dan tempat tinggal bagi misi perwakﬂan diplomatiknya baik
~ atas;usaha sendiri maupun dengan bantuan negara’ penerima; Dalam
_halininegara penerima juga mempunya; kewa;iban untuk menyed:akan
- saranal iempat atau kawasan yang akan dibutuhkan oleh misi perwakilan
i _5r"bes tafnya -'Konven5| Wina 1961 didalam pasa!21 juga menetapkan

~‘bahwa negara penerima menyedlakan fasilitas bagi- misi perwakrlan
':dipfomatik asmg !am yang menegaskan sebagal berskut -

he rece!vmg state shall efther fac;lmes the acqu;smon on: rts rema

a‘ory, in-accordance. with its laws, bythe sending state of premises

necessary for: the misgion.of. assrsf the iaz‘ter m obrammg

“Faccomodation in some other way. 2 X

2. It shall also, Where necessary; asmst mission in obtafnmg sun‘able
accomodation far the:r members

L Pasal tersebut di atas menegaskan bahwa misi perwaklian d:pfomatfk
negara pengirim dibantu untuk mendapatkan fasilitas berdasarkan hukum
‘negara penerima yakni bantuan untuk memperofeh tempat tinggal kepala
perwakilan misi diplomatik dan pada ayat 2 nya disebutkan juga bahwa
selain kepala misi pemaklian ketentuan yang demlklan berlaku pula bagl
:staf misi perwakilan; © ¢
E)engan didirikannya” premlses perkantoran dan tempat ked:aman
perwakllan diplomatik maka negara penerima: berkewajiban untuk tidak
‘mengganggu gugat gedung perwakilan ‘diplomatik dan rumah
kediamannya' dengan alasar apapun tanpa seizin kepala perwakilan
diplomatik; seperii yang ditegaskan pada pasai 22 Konvens; Wma 1961
'ya. |g berbunyz sebagal benkut i

1) The prem:ses of the mission shall be mwoiab!e The agenis of the

“““receiving state may not enter them, expect with the consent of the
head

'2)- 'The receiving state is under a special duty to take all appropnafe
steps to protect the premise of the mission against any instruction or
“damage and to prevent any disturbance of the peace of the mission

14) GV. Glahn, Law Amnaong Nations, An Introductlon lo Pui)uc !ntematmnai Thlrd edman London
1864 1970 haiaman 380,



i _or impalrment of n‘s dlgmty s

Memberi perimdungan terhadap yang berkenaan dengan arsip dan
-':ciokumen ketentuan ini da]elaskan daiam pasal 24 menyatakan sebagaa
_benkut T s iy R

at any fime: and wherever they ma y be.:

3 ---;;Beg|tu juga pemak;lan negara penerlma akan mendapatkan_
-perlakuan yang .sama di negara pengirim, ini:sesuai.dengan pr;ns:p'
resiprositas (prinsip timbal: balik). Masalah prinsip timbal balik.ini juga
dinyaiakan oleh Von Glahn bahwa, dasar hukum setiap hubungan
diplomatik adalah harus ada persetu;uan dari negara penerima terhadap
perwakilan asing tersebut, negara penerima harus meletakkan ketentuan-
ketentuan yang mengatur status hukum dan kegiatan diplomatik asing
yang bersangkutan, kefentuan mana harus: dliandaSi dengan prmsap
prinsip hukum internasional yang berlaku“) . S ;

Demikian langkah-langkah yang dlcapa: untuk pembukaan daplo-
matik, dalam langkah-langkah di atas juga tercakup semua hak dan
kewajiban.negara penerima dengan negara pengirim. Kalau langkah-
langkah di atas dikaitkan dengan-peristiwa pembatalan pengangkatan

-calon duta besar yang telah mempunyai persetujuan kedua belah pihak,
hanya karena tekanan-tekanan sekelompok masyarakat penerima,
pembatalan itu tidak perlu terjadi karena seorang Duta Besar- vang
diakreditasikan pada negara penerima telah memiliki hak kekebalan dan
fidak dapat diganggu gugat, jaminan keamanan dan fasilitas untuk
kelancaran tugas duta besar tersebut sepenuhnya dijamin oleh.negara
penerima berdasarkan Konvensi Wina 1961 pasal 25 dan-29'9..Hak
negara penerima terhadap pengangkatan duta besar asing di negara
penerima adalah menyelidiki calon duta besar tersebut berdasarkan
usulan curiculum vitae-nya sebetum disetujui, kalau tidak disetujui maka
negara penerima berhak menolak tanpa kewajiban memberikan alasan
kepada negara pengirim, ketentuan ini diatur dalam pasal 4 b Konvensa
Wina 1961.
Tdak adaaturandalam Konvens; Wina 1861 bahwa negara penenma

18} Pasal 25 menyatakan Tha raceiving stata shall accord full faciiities for the performanc:e of the
functions of the mission.

Setanjutnya pasal 20 iuga menegaskan bahwa person of diplomatic agent shall bs mviolab!e He
shall not ba liable to any farm of are or detention. The receiving state shall treat him with due attack
on his persan, freedom or dignily.



tadak menyetu;ua pengangkatan duta besar dan kaiangan ‘militer atau
dari kalangan sipil dan negara penerima tidak berhak mencampuri urusan
' fpengangkatan oleh’ ‘negara pengirim karena bila hal tersebut dilakukan
oleh.negara penerima sama:hainya: dangan: meneroh” kedaulatan - -
: 'negara pengirim yang. mempunya: kedauiatan penu :t_e'rhadap :

' _pengangkatan calon duta besamya di negara lain, _sedangkan hak negara

menenma duta besar negara-negara yang terkalt sebalknya berpegang
'pada Konven51 Wina 1961 n Piagam PBB agar pelaksanaannya dapat
"berjalan baik ‘dan tidak: terjadi kesalahpahaman antara para pihak.
Perbedaan pandangan dan kebudayaan. hendaknya dtcan upaya-upaya
-agar perbedaan tersebut tidak merintangi hubungan yangtelah berjalan
dengan baik. Kalau tidak demikian maka apa yangielah disepakatl dalam
komunike bersama tidak menjadl kenyataan. Pada komumke bersama
para pihak yang akan menjalin hubungan’ dtplomatak telah sepakat dan
berkeinginan untuk memajukan dan mempererat tali persahabatan dan
kerjasama“antara‘kedua: negara dan rakyat mereka atas dasar
keseimbangan, saling menghomati kedaulatan saiu'sama Iam kesatuan
teritorial, .serta tanpa mencampuri masalah-masalah dalam negeri
masing-masing; sesuai dengan prmsnp-prmsap dan tuman-tu;uan Piagam
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